
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nornor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); .. 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan.Nepotisme (Lembaran Negara 
Reoublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tarnbahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 385ll: 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia ~o_m"or 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab ·Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); · 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); . · 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); . 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 5049): · 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Nezara Reoublik Indonesia Nomor 5234l: · 

12. Undang-undang.Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58,Ta.,."llbal"ian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pernerintah Norrior 20 Tahun 200 I. tentang Pernbinaan cl::J, ·Pengawasan atas Penyel-riggaraan Penierintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
indonesia T'ahun 2001 Nemer 41, Tambahan Lcmbaran Neg2.fa Repub.ik Ir. donesia Nemer 409G;: · 

14.. Peraturan P,:merintah Nomor 65 Tahun ·200 l tentang Retribusi Daer ah (Lernbaran Negr,:X-a Rep·: '">lik Iudorie sia Tah1~1~ ~200 l. :·to,·nor 119, Tam bah an ;,e},::barn.n 
r,egara Rr·pi::hiil~ Indonesia Nomor 4139): . 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun 2014, perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Simalungun; 

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, · perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 
NOMOR ~11-:rAH_UN 2015 

TENT ANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SIMALUNGUN, 

Mengingat 

Menimbang 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN 
NOMOR :;>:,ftAHUN 2015 



--------- 

. 31. Per~tur:i., Daerah Kabupaten Simalungun Ncm:;r 3 Tahun 2QE tentang Anggaran Pcndapaian d,,i, F;_i9.nja Daerah Kabupaten Simalungi.;.n Tal'.111,'i Anggarr.n 
J.Oi'4 (L,,·,-,1baran DaerahKabuparen Sirnalurigun Tahun 2013. Nn°,1.Jr 3 ::::.-ri D Nemer 3'); · 

·32. Peratur.m Daerah Kabupaten Simalu ngim Nornor 2 Tahun '.,:•ll4 tenrang Perubahan Anggara.: · h:r,.:i~,patai"i ·dar;, Belanja Daerah Kabupaien Simalungc n 
'Iahi:m A;,ggarnn 2014 (Lernbaran Dae rah KabupatenSimalungun Tahun 2014 Nornor 2 seri D.Nqrno:--2\: 

15. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Piropinan dan Anggota DPRD (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Noroor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Noroor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Piropinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4540); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); . 

17. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Nezara Reoublik Indonesia Nomor 45031: 

18. Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 136, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 45741; 

19. Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575); 

20. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

22. Peraturan Pemerintah Noroor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140·, 
Tarnbahan Lerobaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); · 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedornan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Norn or 25. Tambahan Lernbaran Negara Renublik Indonesia Nomor 46141: . . 

25. Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Ind~nesia Tahun 2007 Nornor 89, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Noroor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Gunung Malela, Kecarnatan Gunung Maligas, Kecamatan 
Bandar Masilam, Kecamatan Bandar Huluan, Kecamatan Jawa Maraia Bah Jambi, Kecamatan Hatonduhan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kecamatan 
Panombean Panei, Kecamatan Haranggal Horisan di Kabupateri Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2002 Nomor 9 SeriD Nomor 9 
l: 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1. Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 · 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siroalungun (Lembaran Daerah 
Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 1 Seri D Nomor 1); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Pamatang Silirna Huta (Lembaran Daerah Kabupaten 
Simalunaun Tahun 2006 Nomor 11 seri D Nomor 11); · 

29. Peraturan Daerah Kabupaten ·simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 seri D Noroor 6); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Noroor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lerobaran 
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 
3 Tahun '.Wl4 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nornor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lernbaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3 seri D Nomor 3); 

.. , ., ., I 



· Pasal 2 
R;ngk~s~m.hporai1 re~i~a,,i a,;,::-garan seoagaimana di1;1;;t.ksud dalarn Pasal 1 tercs.nturn pada Lampiran I Peraturan Bupati Simalungun ini. 

Rp. 7.S' 12.233.766,83 

11.713.814.278,83 Rp. 

Rp. (3.801.580.512,00) 
l.648.278.603.129,29 

1.644.477.022.617,29 

Rp. 

Rp. 

Sisa lebih pc.ubiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA). 

Rp. 23.479.494.515,83 
.J3_0_. 1_1.765.680.237,00 

Rp. 566.896.201.018,29 

Rp. l.081.382.402.111,00 

Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) 

96.390.208.715,29 
1.225.270.110.745,00 

322.816.703.157;00 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Pasal 1 

62.141.207 .262,00 ~ .- 
278.384.219.076,00 
226.370.774.680,29 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

19.754.097.075,00 
3.925.200.000,00 

996.229.277 .245,00 
1.539.353.591,00 

· 52.297 .333.700,00 
7.637.140.500,00 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp .. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

· .Jumlah Pemhiayaan Netto 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 

· 4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri dari : 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2014 

MEMUTUSKAN: 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

dan BUPATI SIMALUNGUN 

. .. •II. 

Menetapkan 

I /~ 



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR :J~ Tahun 2015 

.. 

Ditetapkan di Pamatang Raya 
pada tanggal Q.o ~"Slv, 2015 

BUPATISIMALUNGUN, 
Dto 

J.R. SARAGIH 
Diundangkan di Pamatang Raya 
Pada Tanggal 2015 
SEKRETARIS DAERAH 

SIMALUNGUN, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahka.n Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Simalungun 

Pasal 6 

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Simalungun ini 

Pasal 5 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati Simalungun ini. 

Pasal 4 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran 

Pasal 3 


